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RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Pertanahan Nasional
Kabupaten Jember; Rizqa Aminatus Sakdiah, 150903101011; 2018: 71
halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis mengamati Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti studi

pustaka dan wawancara yang terkait dengan judul penulis. Pajak Penghasilan

Pasal 21 merupakan withholding tax karena pemungutannya dilakukan oleh pihak

ketiga dengan cara memotong PPh atas penghasilan sehubungan dengan atau

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan lembaga pemerintahan

yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak khususnya

PPh Pasal 21, dengan kata lain Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menerapkan

sistem pemotongan pajak yaitu witholding system.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut merupakan aturan dan ketetapan dari Direktorat Jenderal

Perbendaharan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

37/PB/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi

Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara

atau Lembaga. Informasi yang diperoleh penulis bendahara Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember menggunakan program yang dikeluarkan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yaitu Aplikaksi Gaji PNS Satuan Kerja atau disebut dengan GPP

Satker. Aplikasi GPP Satker merupakan program aplikasi komputer yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk

melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satuan kerja.

Sedangkan penyetoran PPh Pasal 21 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

yaitu melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yaitu dengan

membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Perintah Membayar yang
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diserahkan kepada petugas KPPN lalu petugas KPPN akan menerbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diberikan pada bendahara Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember.

Dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember sudah menggunakan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Surat

Pemberitahuan Elektronik  (e-SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 – 26.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT nya

dengan cara elektronik.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0489/UN25.1.2/SP/2018, Diploma
III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Peran

pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia cukup

besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara

keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya

dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan

perpajakan.

Menurut Andriani dalam Pandiangan (2014) pajak merupakan iuran

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan.

Kontribusi penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan, mencapai

kisaran 50% dari penerimaan PPh Secara keseluruhan. Penerimaan tersebut

dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 , PPh, Pasal 23 PPh

Pasal 26 dan Penerimaan PPh Final (Advianto, 2014). Seperti yang diketahui

bahwa PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang

pribadi dalam negeri yang mendapatkan sumber-sumber penghasilan baik dari

suhubungan pekerjaan atau jasa.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Direktorat Jenderal Pajak

(2014) merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
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Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

PPh Pasal 21 adalah withholding tax karena pemungutannya dilakukan

oleh pihak ketiga dengan cara memotong PPh atas penghasilan sehubungan

dengan atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pekerjaan, jasa,

atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima salah satu

pihak yang wajib memotong adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan,

jasa, atau kegiatan.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

menyebutkan bahwa, Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21. Pegawai tersebut termasuk di dalamnya Pegawai Negeri yang

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional

Indonesia (TNI), dan POLRI (Pratiwi dkk, 2016).  PNS mendapatkan penghasilan

tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. Selain memperoleh

penghasilan tersebut, PNS juga bisa saja memperoleh honorarium dan imbalan

lain dengan nama apapun ketika PNS tersebut menjadi penceramah dalam sebuah

acara atau kegiatan.

Pratiwi dkk (2016) menjelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 262/PMK.03/2010 dibahas juga bahwa atas penghasilan berupa gaji dan

tunjangan ini akan terkena PPh Pasal 21 tidak final, sementara atas imbalan lain

dengan nama apapun akan terkena  PPh Pasal 21 final yang nantinya akan

dipotong oleh bendaharawan. Maka bendahara memiliki kewajiban untuk dalam

melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Sebelum dilakukan pemotongan PPh Pasal

21 seorang bendaharawan ada beberapa proses-proses  yang harus dilakukan

diantaranya melakukan penghitungan pajak atas penghasilan berupa gaji tersebut.

Bendaharawan juga memiliki kewajiban perpajakan setelah melakukan

pemotongan pajak, bendaharawan akan melakukan penyetoran pajak atas

pemotongan pajak dari gaji, setelah itu akan dilaporkan pada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP). Seperti halnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, sebagai

lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
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agraria atau pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Jember, didalamnya terdapat

tenaga staff-staff pegawai PNS dan Non PNS yang bekerja dan mendapatkan

penghasilan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Atas pengasilan yang

diberikan kepada staff pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,

bendaharawan kantor tersebut wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan

melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, honorarium

pegawai atau penghasilan lainnya ke KPP.

Pegawai tetap memilki potensi sumbangsih penerimaan terhadap negara

dalam bentuk pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 21 atas gaji yang diterima

pegawai. Maka Kantor Pertanahan Jember memiliki kewajiban untuk melakukan

pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji tersebut, khususnya atas gaji pegawai tetap

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final

yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan

oleh bendahara pemerintah ke kas negara (Pratiwi dkk, 2016). Seiring dengan

perkembangan perekonomian yang selalau berubah-ubah kondisinya maka diikuti

pula dengan perubahan kebijakan perpajakan. Undang-Undang Pajak yang

dijalankan seringkali mengalami perubahan. Diantaranya adalah perubahan dalam

hal tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pengurang

penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan

menimbulkan perubahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis laporan

tentang ”Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember ?
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1.3 Tujuan dan Manfaat

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib

dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan

manfaat, yaitu :

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan dari Laporan Pratek kerja nyata adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan mencari informasi serta pengalaman praktis perpajakan

dalam hal prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal

21;

2. Mengetahui prosedur administrasi perpajakan khususnya penghitungan,

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang

dilakukan oleh Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;

3. Mengetahui dan mencari informasi mengenai kendala-kendala yang

terjadi dalam prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh

Pasal 21 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan penulis dan dapat mempraktekkan prosedur

penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

2. Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh

selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember

1. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu

pada lingkungan universitas.
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2. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada

perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma

III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Dikutip dari laman website Wikepedia.com (2018) prosedur merupakan

serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau

dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama

dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja,

prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Dengan

kata lain prosedur bisa diindifikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-

langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang

dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang

diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya

mengakibatkan sebuah perubahan.

Dari penjelasan mengenai definisi prosedur diatas, dapat disimpulkan

bahwa prosedur adalah tahapan-tahapan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan

karyawan atau pegawai yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan

urutan secara kronologis disebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Prosedur selain disajikan dalam bentuk tulisan juga bisa berbentuk bagan.

Menurut Purwanti dalam (Maryanti 2015) bentuk-bentuk bagan dalam prosedur

ada 3 (tiga).

1. Bagan Proses (Work Flow Chart) adalah bagan yang secara rinci menunjukan

secara rinci langkah-langkah dalam suatu proses pekerjaan. Langkah-langkah

ditunjukan dalam bentuk simbol dan disusun secara vertikal.

2. Bagan Gerak (Work Layout Chart) adalah bagan layout yang menggambarkan

gerak pekerjaan dalam suatu pekerjaan yang sama yang harus dikerjakan oleh

beberapa unit kerja. Alur prosedur digambarkan dengan menghubungkan

beberapa unit kerja sehingga cenderung berulang-ulang.
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3. Bagan Arus adalah bagan yang menggambarkan aliran atau arus dalam suatu

kegiatan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Perjalan dokumen-dokumen

serta tembusan dari suatu bagian ke bagian lain sangat jelas.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda.

Pengertian pajak menurut Zulfina (2011), dalam Undang-Undang KUP No.8

Tahun 2007 Pasal (1) angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan definisi pajak menurut Pohan dalam (Soemitro, 2014) adalah

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan

sumber utama untuk membiyai publik investment.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran

wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur berdasarkan undang-

undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung

karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan

yang dialokasikan untuk kepentingan umum dalam bidang pendidikan, sosial,

kesehatan, dan ekonomi. Misalnya, pembayaran pajak digunakan untuk

membangun sekolah-sekolah, bantuan pendidikan seperti beasiswa, pembiayaan

pembangunan jalan provinsi, pembangunan kantor dinas suatu instansi

pemerintahan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya

sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara

Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan masih

banyak yang lainnya (Marianto, 2014).
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2.2.2 Unsur-Unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2011) dapat dibedakan menjadi 4

(empat) yaitu sebagai berikut.

a) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

b) Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaanya.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) menyebutkan fungsi-Fungsi pajak adalah

sebagai berikut.

a. Fungsi Budgeter

Pajak untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai

dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang ada pada waktunya akan

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

b. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai suatu alat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di

luar bidang keuangan. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat pengatur

keadaan sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak sebagai salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong

dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

d. Fungsi Redistribusi
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Pajak lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tarif progresif pada Undang-

Undang Pajak yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang

mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang

mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.2.4 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak

Pengertian Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak menurut Mardiasmo

(2011) adalah sebagai berikut.

a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau

pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

c. Objek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi

maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu adanya asas pemungutan

dalam memilih alternatif pemungutannya, maka terdapat keserasian pemungut

pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas

perlakuan pajak tertentu. Menurut Pandiangan (2014) asas–asas pemungutan

pajak yaitu sebagai berikut.

1. Asas Yuridis

Hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk

menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

Dasar hukum pemungutan pajak dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945.”Segala pajak untuk kegunaan kas negara bedasarkan undang-undang”.

2. Asas Ekonomis
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Pajak selain mempunyai fungsi budgetair juga berfungsi mengatur,

digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, maka politik

pemungutan pajaknya harus:

a. diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan

perdagangan;

b. diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahnya menuju

ke bahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

3. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgetair, maka sudah tentu bahwa biaya-biaya

untuk mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya, dibandingkan

dengan pendapatannya.

2.2.6 Penggolongan Pajak

Menurut Zulfina (2011) secara umum pajak yang berlaku di Indonesia

dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain sebagai berikut.

1. Bedasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari dua macam yaitu.

a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain

serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

Contohnya: Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan

kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau

peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contohnya: Pajak Penjualan, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, dan

Cukai.

2. Bedasarkan sifatnya, pajak terdiri dari dua macam, antara lain.

a) Pajak Subyektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah

diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai

gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya
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perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi

jumlah pajak yang harus dibayar.

b) Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama

memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau

perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban

membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya

yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah

wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

3. Bedasarkan pihak yang memungut pajak, terdiri dari dua macam, antara lain.

a) Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang

dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak –

Kementerian Keuangan.

Contoh : Pajak Penghasilan,Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Sesuai UU No. 28

Tahun 2009 Tentang PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan

Daerah, antara lain.

1. Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor, dan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Bawah dan Air

Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan

Pajak Hiburan.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak

di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu sebagai berikut.
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1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus;

b) Wajib Pajak bersifat pasif;

c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh Fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri;

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan

sendiri pajak terutang;

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011) adalah pajak

yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) menurut Priantara (2013) adalah pajak

yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan

kepada penerimaan negara. Kontribusi PPh kepada negara penerimaan negara

diharapakan semakin meningkat sebagai pembiyaan negara.
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2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Santosa dan Sadimin (2011) Subjek Pajak itu adalah subjek

hukum yang oleh undang-undang diberi kewajiban perpajakan. Subjek Pajak pada

umumnya (merupakan) subjek hukum berdasarkan cabang hukum lain diluarnya

hukum pajak, yang kemudian diatur dalam undang-undang pajak, dan dinyatakan

sebagai Subjek Pajak. Hal itu dapat dimengerti sebab subjek hukum oleh hukum

diakui mempunyai hak dan kewajiban di hadapan hukum, sehingga undang-

undang pajak hanya menegaskan hak-hak dan kewajibannya sehubungan dengan

perpajakan. Hal yang demikian, juga menunjukkan, bahwa hukum pajak itu

merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum atau tata hukum di Indonesia.

Pohan (2014) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa mengatur

tentang siapa yang menjadi subjek Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut.

1. Orang Pribadi

Bedasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak

Penghasilan, Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau

berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Warisan Belum Terbagi

Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Pasal 32 ayat

(1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan  yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-

Undang KUP) mengatur bahwa dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya, suatu warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

a. salah satu seorang ahli warisnya;

b. pelaksana wasiatnya; atau

c. pihak yang mengurus harta peninggalannya.

3. Badan
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Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga,

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi,

persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai

kepentingan yang sama.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang mememenuhi kriteria dalam Pasal 2

ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari subjek Pajak

Penghasilan. Kriteria tersebut adalah unit tertentu dari badan pemerintah

yang:

a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah; dan

d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional.

Jadi kantor-kantor instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah, umumnya memenuhi kriteria di atas. Sebagai contoh

Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Pusdiklat Pajak. Di

lingkungan pemerintah daerah, misalnya kantor bupati, dinas, kantor

kecamatan, sekolah dasar negeri, dan seterusnya. Kantor-kantor instansi

pemerintah tersebut dikecualikan dari subjek pajak.
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4. Bentuk Usaha Tetap

Menurut Santosa dan Sadimin (2011) menjelaskan bahwa, Pasal 2 Ayat (5)

Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa bentuk usaha tetap adalah

bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal

di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia, yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen;

2. Cabang perusahaan;

3. Kantor perwakilan;

4. Gedung kantor;

5. Pabrik;

6. Bengkel;

7. Gudang;

8. Ruang untuk promosi dan penjualan;

9. Pertambangan dan penggalian sumber alam;

10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;

12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas;

15. Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi

atau menanggung risiko di Indonesia;

16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki,

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk

menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
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Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa

merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan

subjek pajak badan. Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat

usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung

termasuk juga mesin,peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik

atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau

digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan

aktivitas usaha melalui internet.

Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen

yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang

pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat

kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak

dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila orang pribadi atau

badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan

bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak

sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar

Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan

asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung

risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia.

Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang

mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan

adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat

kedudukan di Indonesia.

2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.4.1 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak penghasilan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-31/PJ/21 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
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Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 1 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2011).

Sedangkan Watung (dalam Radianto, 2010) menerangkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang

dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimanna dimaksud

dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pajak pengertian Penghasilan

Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan

melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.4.2 Pemotong PPh Pasal 21

Dalam pedoman Direktorat Jenderal Pajak tentang Pajak Penghasilan

(2013) menyebutkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi.
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a. Pemberi kerja yang terdiri dari:

1) Orang pribadi dan badan;

2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau

seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan,

atau unit tersebut.

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang

kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah,

instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan

Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan  dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan  atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua

atau jaminan hari tua;

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta

badan yang membayar:

1) Honorarium, komisi,  fee,  atau pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status

Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan

pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan

untuk dan atas nama persekutuannya;

2) Honorarium, komisi,  fee,  atau pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status

Subjek Pajak luar negeri;

3) Honorarium, komisi,  fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan

pelatihan, serta pegawai magang;

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat

nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya

yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau
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penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi

berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4.3 Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/21

penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

a. pegawai;

b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pemberian jasa, meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/

peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

3. Olahragawan;

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik,  komputer dan sistem

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7. Agen iklan;

8. Pengawas atau pengelola proyek;

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi

perantara;

10. Petugas penjaja barang dagangan;

11. Petugas dinas luar asuransi;

12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan

kegiatan sejenis lainnya;
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d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai

Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

e. Mantan pegawai;

f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga,

seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara

kegiatan tertentu;

4) Peserta pendidikan dan pelatihan;

5) Peserta kegiatan lainnya.

Menurut buku pedoman Direktorat Jenderal Pajak pedoman Wajib Pajak

tentang Pajak Penghasilan (2013) menyebutkan yang tidak termasuk dalam

pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada

dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain

diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan

memberikan perlakuan timbal balik;

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan

usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh  penghasilan dari

Indonesia.

2.4.4 Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21

Menurut Pohan (2014) menyebutkan Pasal 5 PER-31/PJ/2012 menentukan

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai  Tetap, baik berupa

Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
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b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,

atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

d) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang

dibayarkan secara bulanan;

e) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi,  fee,

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai

imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium,  hadiah atau penghargaan dengan

namadan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang

diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas  yang

tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

h) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain

yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

i) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang

masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau

2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma

penghitungan khusus (deemed profit).

Dalam Pasal 8 PER-31/PJ/2012 Pohan (2014) menyebutkan bukan objek

PPh Pasal 21 yang tidak termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang dipotong

PPh Pasal 21 adalah:
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a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari  perusahaan asuransi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,

asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun

yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan

hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia

yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang

bersangkutan;

e. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.5 Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

Menurut Pohan (2014) dalam Pasal 9 PER-31/PJ/2012 dasar pengenaan

dan pemotongan PPh Pasal 21 digolongkan menjadi 4 (emapt) berdasarkan

penerima pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah:

1) Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

a. Pegawai Tetap;

b. Penerima pensiun berkala;

c. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender

telah melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

d. Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
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2) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang

menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan,

sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender

belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

3) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagI

Bukan Pegawai sebagaimana yang menerima imbalan yang tidak bersifat

berkesinambungan;

4) Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain

penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

2.4.6 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Bedasarkan pedoman Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak (2013) ,

Pasal 10 PER-31/PJ/2012 menentukan perhitungan kena pajak sebagai berikut:

1. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan

yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah

penghasilan sehubungan dengan hubungan kerja atau pemberian jasa yang

diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan;

2. Bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh

penghasilan bruto dikurangi dengan:

a) biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto,

setinggitingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;

b) iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau

badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan.

3. Penerima pensiun berkala, besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun

berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto

dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan
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bruto, setinggitingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp

2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

4. Pegawai tidak tetap, besarnya penghasilan netto bagi pegawai tidak tetap,

sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

5. Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

besarnya penghasilan netto bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang

bersifat berkesinambungan, adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari

jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

6. Dalam hal pemberian jasa oleh bukan pegawai kepada Pemotong PPh Pasal 21,

pemakan tenaga kerja pihak lain dan penggunaan material dapat dikurangkan

dari penerimaan bruto, sebagai berikut:

a. Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah

penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi

dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut,

kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji

atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya

penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

b. Melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah

penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam

kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan

material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk

pemberian jasa dan material atau barang.

c. Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang

melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah

penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien

melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi

hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
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2.4.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan tidak kena Pajak yang

berlaku sejak 22 Juni 2016 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai

berikut:

1. PTKP per tahun yaitu sebesar:

a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri  Wajib Pajak

orang pribadi;

b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tambahan untuk Wajib

Pajak yang kawin;

c. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tambahan untuk setiap

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2. PTKP per bulan adalah PTKP per tahun dibagi 12 (dua belas), yaitu sebesar:

a) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah untuk diri Wajib Pajak

orang pribadi;

b) Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin;

c) Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahanuntuk

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

3. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

b. bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah

PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari

Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan

bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP

adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP

untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
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4. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender,

kecuali besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di

Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada

awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

5. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai wajib membuat surat

pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender

atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar

penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21

pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.  Dalam hal  terjadi perubahan

tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan  Bukan

Pegawai, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai

tahun kalender berikutnya.

2.4.8 Tarif PPh Pasal 21

Menurut buku pedoman Direktorat Jenderal Pajak pedoman Wajib Pajak

tentang Pajak Penghasilan (2013) menyebutkan tarif yang dipakai adalah :

a) Tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17

ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dapat dilihat pada

Tabel 2.1. Tarif ini merupakan besaran untuk menghitung PPh Pasal 21 yang

terutang bagi:

1. Pegawai Tetap;

2. Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara berkala;

3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan
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Tabel 2.1 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%

Di atas 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%

Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Sumber: Pedoman Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak (2013).

b) Tarif atas penghasilan berupa uang pesangon Uang Manfaat Pensiun,

Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

c) Terhadap Pegawai orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan

hari tua yang dibayarkan sekaligus, dikenakan pajak bersifat final. Dalam

Peraturan Menteri Keuangan nomor :16/PMK.03/2010, diberikan definisi

sebagai berikut:

1. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja

termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan

nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa

kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan

masa kerja dan uang penggantian hak;

2. Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang

dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang danapensiun

oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

3. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh

badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah

mencapai usia pensiun.

4. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh

badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi
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yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain

yang ditentukan;

5. Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang ditunjuk oleh

pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya

membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja

pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja,

dan;

6. Pemotong Pajak adalah pemberi kerja, Pengelola Dana Pesangon Tenaga

Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga

Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan

lain yang membayar Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan

Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua;

7. Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan

Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal

sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) tahun kalender.

8. Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara

sekaligus meliputi:

a. Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari

manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai

sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia;

b. Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu

jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri

Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus;

c. Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa

dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.

9. Dalam hal terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada

tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan

yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masingmasing tahun
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kalender yang bersangkutan. Dan  Pajak Penghasilan Pasal 21 yang

dipotong tidak bersifat final.

d) Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada

Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima

hak atas Uang Pesangon. Atas pengalihan Uang Pesangon kepada Pengelola

Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara sekaligus tersebut,

terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Pajak Penghasilan

Pasal 21 yang bersifat final dipotong oleh pemberi kerja. Pada saat Pengelola

Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada Pegawai,

tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

e) Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau

berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap

belum menerima hak atas Uang Pesangon. Atas pengalihan Uang Pesangon

kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara

bertahap atau berkala tidak terutang PPh Pasal 21. Pada saat Pengelola Dana

Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada Pegawai, dilakukan

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final oleh Pengelola

Dana Pesangon Tenaga Kerja.

f) Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan

asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup,

Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat

Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.Atas pengalihan Uang Manfaat

Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli

anuitas seumur hidup terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi

Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembelian anuitas

seumur hidup. Pada saat perusahaan asuransi jiwa membayar Uang Manfaat

Pensiun kepada Pegawai, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal

21.
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g) Tarif atas penghasilan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh PNS,

Anggota TNI dan POLRI yang dananya berasal dari APBN/APBD, sebagai

berikut:

Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan yang bersifat tidak teratur yang
diterima oleh PNS yang dananya berasal dari APBN/APBD

Penerima Penghasilan Tarif Pajak

PNS Golongan I dan Golongan II, dan Pensiunannya 0%

PNS Golongan III, dan pensiunannya 5%

PNS Golongan IV, dan Pensiunannya 15%

Sumber: Pedoman Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak (2013).

h) Tarif PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai Nomor

Pokok Wajib Pajak, sebagai berikut:

1. Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21

dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak;

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus

dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong

dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. Pemotongan PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21

yang bersifat tidak final;

4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima

penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih

tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak,

dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan

PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah

dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar  20% (dua puluh persen) lebih
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tinggi tersebut tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang

untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.5 Penghitungan dan Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21

Pohan (2014) menjelaskan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap

dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan pada setiap masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan

PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak selain masa pajak

Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja;

2. Penghitungan kembali pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa

pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

2.5.1 Penghitungan untuk Setiap Masa atau Bulan Diterimanya Penghasilan

Perhitungan dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Penghitungan PPh Pasal

21 atas Penghasilan Tidak Teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan

Teratur bagi Pegawai Tetap dilakukan dengan cara:

a. Terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau

diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan

dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran

sejenisnya;

b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi

pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi  dwiguna, dan

asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada

perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut

digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja

kepada pegawai.

c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan

cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran
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pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang

dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada

Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau

kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto

sebulan dikalikan 12.

e. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai

Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja

setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan

mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai

yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

f. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun

dikurangi dengan PTKP.

g. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1)

huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh

Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu

sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12 atau

dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali.

h. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji

sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut

terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor

perkalian sebagai berikut:

1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;

2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara gaji

bulanan. Selanjutnya PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung

berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh

Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan

dalam huruf b dibagi 26.
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i) Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan

gaji yang berlaku surut (rapel), maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel

tersebut adalah sebagai berikut :

1. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut;

2. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum

adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;

3. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung

kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;

4. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud

adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan PPh pasal 21

setelah kenaikan dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebelum

kenaikan gaji.

j) Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji

kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama

dari satu bulan (rapel), maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah

dengan menghitung gaji sebulan ditambah dengan perhitungan PPh Pasal 21

atas rapel.

2.5.2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima

Pensiun Berkala

Pohan (2014) juga menyebutkan penghitungan PPh Pasal 21 atas uang

pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun

pertama pensiun adalah sebagai berikut:

1) terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara

mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan

banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai

dengan bulan Desember;

2) penghasilan neto pensiun tersebut dengan penghasilan neto dalam tahun yang

bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai

yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti

pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
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3) untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan neto pensiun

tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas

Penghasilan Kena Pajak tersebut;

4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung

dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21

yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun

sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum

pensiun;

5) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti

tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

2.6 Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21

Priantara (2013) menjelaskan pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal

26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 (Terlampir – Lampiran IV) ke Kantor

Pelayanan Pajak  tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar,

paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiannya harus

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun

pajak yang bersangkutan. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga)

tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah

ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

(SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) terdiri dari:

a. Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721);
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b. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan

Penerima Pensiun atau THT/JHT Berkala serta bagi PNS, Anggota Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan

Pensiunannya - (Formulir 1721-I);

c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau

Pasal 26 - (Formulir 1721-II);

d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-

III);

e. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 -(Formulir 1721-

IV);

f. Daftar Biaya - (Formulir 1721-V);

Pohan (2014) menjelaskan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

dapat berbentuk formulir kertas (hard copy); atau  SPT Masa Elektronik (e-SPT) .

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 baik dalam bentuk formulir kertas

(hard copy) maupun e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong yang:

a) melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima

pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap

pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik

Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20

(dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

b) melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain

pemotongan PPh dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20

(dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

c) melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang

jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak;

d) dan/atau melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang

jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Priantara (2013) menerrangkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:
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1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima

pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap

pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik

Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua

puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain

pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti

pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu)

masa pajak; dan/atau

3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang

jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak;

dan/atau

4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya

lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau

Pasal 26 dalam bentuk e-SPT tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) untuk

masa-masa pajak berikutnya. Pemotong dianggap tidak menyampaikan SPT

Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam hal SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau

Pasal 26 tidak disampaikan dalam  bentuk e-SPT. SPT Masa PPh Pasal 21

dan/atau Pasal 26 dapat disampaikan oleh Pemotong dengan cara:

1) langsung ke KPP atau KP2KP;

2) melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP;

3) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

ke KPP; atau

4) e-filing yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember pada bagian Subseksi

Perbendaharaan dan Pengawasan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan Surat Tugas

Nomor 0489/UN.25.1.2/SP/2018 yang dimulai tanggal 26 Februari sampai dengan

09 April 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam

kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin s/d Kamis 07.30 - 16.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB

Jum’at 07.30 - 16.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB

Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Selain itu khusus pada hari Jumat diisi dengan kegiatan senam dan futsal

yang dilaksanakan pada pukul 07.15 s.d. 08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan

dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor

bersambung dengan sholat jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 – 16.00

WIB.

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melaksanakan

beberapa kegiatan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang

dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan
(a)

Kegiatan
(b)

Penanggung Jawab
(c)

Senin,

26 Februari 2018

1. 1. Diterima di Kantor

Pertanahan Kabupaten

Jember dan mengikuti

apel

1. Bapak Joko Mursito

selaku Kepala Bagian

Kaur Umum dan

Kepegawaian

2. Penempatan dibagian

Bendahara Pegeluaran

2. Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Selasa,

27 Februari 2018

1. Mengecek kelengkapan

sertifikat tanah dan

memfotocopy apa yang

kurang dari berkas

Ibu Rini selaku Bagian
Infrastruktur

2. Mendorong dan

mengecek gambar ukur

Rabu,

28 Februari 2018

1. Mengecek kesesuaian

buku tanah dengan

berkasnya

Bapak Satuwi selaku
Bagian Gudang

2. Meregister berkas yang

akan dikirim ke loket

penyerahan

Kamis,

01 Maret 2018

Mengentry berkas prona

melalui akun KKP Bu Ira

Bu Ira selaku Bagian
Infrastruktur

Jumat,

03 Maret 2018

1.Senam

2.Print berita acara

pengesahan pengumuman

data fisik data yuridis

Bu Ira selaku Bagian
Infrastruktur
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Waktu Pelaksanaan
(a)

Kegiatan
(b)

Penanggung Jawab
(c)

PTSL 1000 bidang Desa

Kaliwining

Senin, 06 Maret 2018 Ijin tidak masuk karena

mengurus syarat-syarat

untuk pemeriksaan

lanjutan dari klinik ke

rumah sakit

Selasa, 07 Maret 2018 Mengentri berkas Hak

Tanggungan dan Balik

Nama melalui akun KKP

kepala Kantor

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Rabu, 08 Maret 2018 Mengentry berkas melalui

aplikasi dari Kepala

Kantor

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Kamis, 09 Maret 2018 1. Register PTSL Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran2. Mengentri berkas

dariakun Kepala Kantor

melalui apilkasi KKP

Jumat, 10 Maret 2018 1. Mengentri Berkas dari

akun Bendahara

pengeluaran melalui

aplikasi KKP

1. Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

2. Mengentry berkas Hak

Tanggungan ke loket

pelayanan penyerahan

3. Membantu pelaporan

SPT tahunan milik

2. Kepala Kantor
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Waktu Pelaksanaan
(a)

Kegiatan
(b)

Penanggung Jawab
(c)

Kepala Kantor

menggunakan e-filling

Senin, 12 Maret 2018 1. Membantu pelaporan

SPT tahunan milik

Kepala Kantor

menggunakan e-filling

1. Kepala Kantor

2. Mengentry berkas Hak

Tanggungan melalui

aplikasi KKP dan

menulis 208 dan 307 di

sertifikat tanah

2. Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

3. Dorong dan mengecek

berkas balik nama sudah

di paraf atau belum

Selasa, 13 Maret 2018 Mengentry berkas balik

nama melalui aplikasi

KKP dari Kepala Kantor

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Rabu, 14 Maret 2018 Mengentri berkas Roya,

berkas Balik Nama dan

menulis 208 dan 307 di

sertifikat tanah

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Kamis, 15 Maret 2018 Membantu Pelaporan

Surat Pemberitahuan

Tahunan milik para

pegawai tetap dan pegawai

tidak tetap Kantor

Pertanahan Kabupaten

Jember

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran
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Waktu Pelaksanaan
(a)

Kegiatan
(b)

Penanggung Jawab
(c)

Jumat, 16 Maret 2018 Wawancara terkait

prosedur penghitungan

PPh Pasal 21 dengan

aplikasi GPP atau Aplikasi

Satker Gaji yang

dilakukan oleh Bendahara

dan pembuat e-SPT PPh

Pasal 21

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Senin, 19 Maret 2018 Ijin tidak masuk karena

sakit Infeksi Usus

Ijin

Selasa, 20 Maret 2018 1. Mengentry Hak

Tanggungan dan menulis

208 dan 307 di sertifikat

tanah

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

2. Mengentry berkas Balik

Nama melalui akun KKP

milik Kepala Kantor

Rabu, 21 Maret 2018 1. Membantu Pelaporan

Surat Pemberitahuan

Tahunan milik para

pegawai tetap dan

pegawai tidak tetap

Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

2. Mengentri berkas Balik

Nama melalui aplikasi

KKP melalui akun

Kepala Kantor

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


42

Waktu Pelaksanaan
(a)

Kegiatan
(b)

Penanggung Jawab
(c)

Kamis, 22 Maret 2018 1. Membantu Pelaporan

Surat Pemberitahuan

Tahunan milik para

pegawai tetap dan

pegawai tidak tetap

Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember.

2. Mengentri berkas Balik

Nama melalui akun KKP

milik Kepala Kantor

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Jumat, 23 Maret 2018 1. Mengentri berkas

Konversi dan berkas Hak

Tanggungan melaui akun

KKP milik Kepala

Kantor

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

2. Mengentri berkas Balik

nama dan menulis 208

dan 307 di sertipikat

tanah

Senin, 26 Maret 2018 1. Membantu Pelaporan

Surat Pemberitahuan

Tahunan milik para

pegawai tetap dan

pegawai tidak tetap

Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember
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Waktu Pelaksanaan
(a)

Kegiatan
(b)

Penanggung Jawab
(c)

2. Mengentri berkas Roya,

Hak tanggungan, Balik

Nama melalui akun KKP

kepala Kantor

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Selasa, 27 Maret 2018 1. Mengentri berkas Hak

Tanggungan dan menulis

208 dan 307 melalui

akun KKP Bu Nurul

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

2. Membantu Pelaporan

Surat Pemberitahuan

Tahunan milik para

pegawai tetap dan

pegawai tidak tetap

Kantor

Rabu, 28 Maret 2018 1. Mengentri berkas Balik

Nama dan menulis 208

dan 307 melalui akun

KKP Bu Nurul

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

2. Mengentri Berkas Balik

Nama dan Hak

Tanggungan melalui

akun KKP Kepala

Kantor

Kamis, 29 Maret 2018 Mengentri berkas Hak

Tanggungan dan menulis

208 dan 307 di sertipikat

tanah melalui akun KKP

Ibu Nurul selaku

Bendara Pengeluaran
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Waktu Pelaksanaan
(a)

Kegiatan
(b)

Penanggung Jawab
(c)

Senin, 02 April 2018 1. Menyetak surat tanda

terima dari loket

penyerahan melalui akun

KKP Bu Naning

Ibu Nanik Bagian Loket

Penyerahan

2. Mengecek sertifikat yang

belum tercetak dan

mencetak surat tanda

terima melalui akun Bu

Naning dengan

menggunakan aplikasi

KKP

3. Melakukan pengecekan

dan menyetak surat

perintah setor (SPS)

melalui akun KKP milik

Bu Yayak

Selasa, 03 April 2018 Membantu membuat

surat tanda terima berkas

Ibu Nanik Bagian Loket

Penyerahan

Rabu, 04 April 2018 Mengentri berkas Roya,

Hak tanggungan, Balik

Nama melalui akun KKP

kepala Kantor

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

Kamis, 05 April 2018 Mengentri berkas Roya,

Hak tanggungan, Balik

Nama melalui akun KKP

kepala Kantor

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran
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Waktu Pelaksanaan
(a)

Kegiatan
(b)

Penanggung Jawab
(c)

Jum’at, 06 April 2018 1. Senam

2. Membantu Pelaporan

Surat Pemberitahuan

Tahunan Bapak Kepala

Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember

Kepala Kantor

Senin, 09 April 2018 1. Wawancara pembuatan

e-Biling ke bedahara

pengeluaran kaitanya

kendala-kendala akses e-

Biling

Ibu Nurul selaku

Bendahara Pengeluaran

2. Berpamitan dalam

rangka selesainya

Praktek Kerja Nyata

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 2018

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data Laporan Praktek Kerja Nyata

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu

data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan

dalam bentuk angka-angka atau jumlah dan dapat diukur besar kecilnya serta

bersifat objektif sehingga dapat ditafsirkan oleh orang lain (Aditya, 2013). Data

kualitatif merupakan data yang dinyatakan berupa wawancara. Data pada laporan

ini penulis dapatkan secara riil berupa dokumen-dokumen yang mendukung dalam

penulisan laporan ini. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini sebagai

berikut:

1. daftar pembayaran gaji bulan Februari 2018

2. Surat Setoran Pajak (SSP)

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
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4. Surat Perintah Membayar (SPM)

5. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2018

6. Bukti Penerimaan Surat (BPS) penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa

Pajak Februari 2018.

3.3.2 Sumber Data

Pada penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mendapatkan

beberapa sumber-sumber untuk mendukung penulisan laporan ini. Berikut

sumber-sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan ini.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan

datanya (Kuntjojo, 2009). Dalam hal ini data-data yang diperoleh secara

langsung berupa data pembayaran gaji, data setoran pajak dan data bukti

penerimaan surat.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi-studi sebelumnya

atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi (Samsudin, 2015). Sumber data

yang diperoleh penulis dalam membuat laporan ini bukan hanya bersumber

dari data primer akan tetapi dari data sekunder yang diperoleh dari artikel,

jurnal dan lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan untuk menyusun dan melengkapi laporan ini. Cara-cara penulis untuk

mengumpulkan data  dalam menyusun laporan ini adalah.

1. Studi pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,

internet dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata

ini.
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2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui

tanya jawab dengan narasumber yaitu Bendahara Pengeluaran Umum di

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember tentang Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengitungan PPh Pasal 21 pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember menggunakan program aplikasi program GPP Satker. Aplikasi ini

merupakan program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan

administrasi belanja pegawai pada satuan kerja;

2. Prosedur penyetoran PPh Pasal 21 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

sudah menggunakan e-Billing yakni pembayaran pajak dengan menggunakan

provider Direktorat Jenderal Pajak secara sistem online yaitu Surat Setoran

Elektronik (SSE). Dimana bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

menyetor PPh pasal 21 yang dipungut melalui Kantor Pelayanan Khas Negara

(KPPN);

3. Prosedur pelaporan PPh Pasal 21 Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

menggunakan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu aplikasi e-SPT PPh

Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Aplikasi ini akan menghasilkan output data

pemotongan PPh Pasal 21 yang telah di inputkan dalam aplikasi e-SPT

berupa CSV. Data CSV ini berupa data excel dengan kode-kode yang hanya

bisa dibaca di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya bendahara Kantor

Pertanahan Nasional Kabupaten Jember akan membawa data tersebut dalam

flasdisk ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember untuk dilaporkan.

Sedangkan terkait poin penting dalam prosedur pelaporan PPh Pasal 21,

penulis juga menyimpulkan bahwa ada cara mudah selain harus melaporakan data

CSV ke KPP Pratama Jember yakni dengan mengapload data CSV ke DJP Online

dangan alamat djp.online.pajak.go.id, sebab penulis mengamati bahwa Bendahara
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Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember telah memiliki Nomor Elektronik

Fillingf Identification Number (EFIN). Oleh sebab itu nomor itu seharusnya

bukan hanya digunakan untuk pembuatan id billing akan tetapi juga untuk laporan

SPT Masa PPh Pasal 21 secara online.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap Prosedur Penghitungan,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai

Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ada beberapa saran atau

masukan yakni untuk memaksimalkan fungsi nomor EFIN, sebaiknya Bendahara

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga menggunakan nomor EFIN untuk

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara online melalui laman website

djp.online.pajak.go.id.
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Lampiran I. Transkip Wawancara

Transkip Wawancara

Nama Narasumber : Ibu Nurul Azizah (Bendahara Pengeluaran Umum)

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018

Jam : 15.00 – 15.30 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Topik wawancara : Prosedur Penghitungan  Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember

Pewawancara : Permisi Bu, Apakah ibu sedang sibuk ?

Narasumber : Tidak, ada apa ?

Pewawancara : Sebelumnya maaf mengganggu waktu ibu, bila ibu berkenan saya ingin

menanyakan beberapa hal terkait prosedur penghitungan penyetoran dan

pelaporan pajak penghasilan pasal 21atas gaji pegawai tetap pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember

Narasumber : Iya, silahkan !

Pewawancara : Jadi gini bu, untuk prosedur penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas

gaji pegawai tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember itu bagaimana

ya bu ?

Narasumber : Untuk Penghitungan gaji disini sudah secara online mbak dengan

menggunakan aplikasi GPP satker jadi kantor hanya cukup mengisi data

seperti nama,tanggungan dan golongan pegawai pada aplikasi GPP satker itu

lalu secara otamatis aplikasi ini akan menghitung sendiri gaji atas pegawai

tetap disini sesuai ketentuan dari pusat.
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Pewawancara : Bagaimanakah sifat pada aplikasi GPP tersebut bu, bisakah aplikasi tersebut

diakses oleh orang lain ?

Narasumber : Aplikasi GPP satker bersifat rahasia karena aplikasi tersebut hanya bisa

diakses oleh bendahara yang di tunjuk pada satuan kerja. Karena untuk

mengakses aplikasi tersebut diperlukan username dan password bendahara.

Akan tetapi pihak bendahara menjelaskan bahwa sebelum diaturnya ketentuan

program aplikasi ini, untuk penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan cara

manual.

Pewawancara : jadi untuk penghitungannya bisa dihitung secara manual ya bu, untuk

Penyetorannya itu bagaimana ya bu ?

Narasumber : iya bisa mbak sesuai penghitungan pada umumnya kok mbak, nah untuk

penyetorannya itu saya sebagai bendahara pengeluaran umum disini, saya

hanya memungut dan memotong pajaknya saja untuk penyetorannya itu

melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan membawa SSP dan

SPM saja lalu data tersebut diberikan pada petugas KPPN, setelah itu barulah

KPPN menerbitkan SP2D sebagai bukti bahwa telah dilakukan pembayaran.

Pewawancara : Jadi yang menyetak kode billing itu bukan bendahara ya bu ?

Lalu untuk pelaporannya itu bagaimana bu ?

Narasumber : jelas bukan mbak, itu menjadi urusan KPPN untuk menyetak kode billingnya

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sudah menggunakan aplikasi

Surat Pemberitahuan Elektronik  (e-SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 –

26. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT

nya dengan cara elektronik. Pada tahap pertama, pengguna e-SPT harus login

pada aplikasi e-SPT dengan mencantumkan Username dan Password. Setelah

login akan ada notifikasi login berhasil dilakukan. untuk langkah berikutnya

dalam pembuatan SPT Masal PPh Pasal 21 adalah mengklik Pilih SPT untuk

pembuatan SPT baru. Setelah mengklik menu Buat SPT Baru akan muncul

notifikasi membuat SPT Baru dengan memasukan tanggal SPT Masa PPh

Pasal 21 yang akan dibuat. Pada menu isi SPT untuk membuat
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SPT Masa PPh Pasal 21 harus memilih menu Daftar Pemotongan Pajak (1721-

I) untuk menginput data-data penghasilan atau gaji pegawai yang telah

dipotong. Setelah itu mengklik SPT Induk (1721) untuk melihat SPT Masa

PPh Pasal 21 apakah sudah benar atau tidak yang akan di laporkan. Pada data

SPT Masa PPh Pasal 21 di atas akan di koreksi apakah sudah benar jumlah

penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang

potong. Apabila data sudah dikoreksi dan sudah benar maka klik simpan pada

surat pernyataan e-SPT Masa PPh Pasal 21. Setelah mengklik tombol simpan

akan ada pemberitahuan bahwa SPT Induk berhasil disimpan. Setelah data

pajak PPh Pasal 21 dalam e-SPT benar dan lengkap maka user pengguna atau

bendahara akan membuat data SPT ke bentuk CSV. CSV merupakan data

output e-SPT berupa data excel yang berisi kode-kode aplikasi yang dapat

dibaca oleh aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDP) yang

ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Dengan mengajari praktek e-spt ). Lalu

setelah data output e- SPT Disimpan ke flasdisk kemudian melakukan

pelaporan ke KPP dengan membawa flasdisk yang berisi data output e-SPT

tadi lalu menyerahkannya pada petugas KPP setelah itu petugas KPP akan

memberikan bukti penerimaan surat sebagai bukti bahwa telah dilakukannya

pelaporan pph 21 atas gaji pegawai tetap.

Pewawancara : jadi out e-spt itu tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali  petugas KPP

dengan aplikasi khusus itu ya bu? Baiklah bu terima kasih atas penjelasan dan

kesediaan waktunya untuk menjelaskan prosedur penghitungan penyetoran

dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang ada disini.

Narasumber : iya mbak. Iya sama-sama mbak.

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2018)
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